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DENGAl'-1 RABMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

n. bahwa guna m~cnuhi kctenturu\ Pasal 12 PeraturanDaerab Xota Palembang 
Nomoc 7 Tahun 2011 tentnng Peru:rimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada 
Pemeri.ntah Kota Palembang yang tclah diundnngkan dalam Lcmbaran 
Daerab Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 7 lHDggai 8 Febr:uari 2011, perlu 
menetapkan peraturan pelaksanaannya ; · 

b. bahwa berdosarkm pertimbangan sebagitiroana dimliksud huruf a, pedu 
menetapkan l'etaturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daorah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penmmaan 
Sumbnngan Pibak Ketiga.kepada Pemerintah J<ota Palembang, 

l. Undang-Undang Nomot 28 Tahun 1959 te!)tang Pembcntuk:an Daerah 
Tingkat TI dan Kotapraja di Sumatcr,a Se Iatan (Lembaran Negara lU 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan L=ibaran Negara R1 Nomor 1821 ); 

2. UndangsUndang Nomor 17 Tahw:l 2003 tentang Kelll\DgllD Negam(Lembaran 
Negilm RI Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rl 
Nomor4286}; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten.tang P.erilendaharilan Negara 
(lembaran Nc!!S,ra Rf Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara R1 
Non10r 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teruang Pembentukan Perarurnn 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara IU Tahun 2004 Nomor 5'3, Tambahan 
Lembar-J:n Negaro RI Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1enrang Pemerintahan Dae.rah 
(Lcmbaran Negara Rf Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negarn 
Rf Nomor 4437) seQagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang NQmor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undling 
Nomor 32 Tabun 2004 tentrulg Pemeri.ntahan Daerdh (Lembaran Negara RT 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lerobaran Neg,ira RI Nomor4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 nml.Wlg Pt.-rimbangan Kcuangan 
antam Pemerintah Pusat dan Pemerinlaban Dacrab (Lcmbaran Negara RI 
Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rf 
Nomor 4438); 

7. Peraturan PeJl]erinlab Nomor 6 Tahun. 2006 tentang Pengclolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor -20, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); 

.8. Peraturao Pemerintah Noroor 58 Tahoo 2005 tentang Pengelolaau Keuangan 
Daerab (Lcmbarao Negara R1 Tnhun 2005 Nomor 140, Tambahnn Lembamn 
Negara RI Ninnor 4578); 



Menetapkan 

9. -Pt.>ralw-m Pc:mcrinuili Nuwor 3.8 Tahml 2007 1en1nng -Pe01bagian Ur= 
Pemeriouihan Antara Pemeriotah, Pemeriotahlin 0-<1erah Provinsi dan 
Pemerinlllhao Dacrah Kabupaten/Kota (L.embaran Ne_gom Rl Tnhun 2007 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4 737); 

10. Keputusan Presiden Rl Nomor 49 Tahuo 2001 tentang Sistem Tnfonna-;i. 
Manajemen Bnrang Daemh ; 

I J. Keputusan Pn:siden RI Nomor 12 Tahun 2003 lenta11g Pedoman Penilaian 
Bar~ Dacrab ; 

12. Peraturan. Menteri Dalam N1:geri Nomor 13 Tabun 2006 teotang Pcdoman 
Pengelolaan Kcuangan Dacrah, sebagaimana telah diubah de.ngan Peraturan 
Menteri Dalam Negeci Nomor 59 Tahun 2007 : 

1.3. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tabun 2007 rentang Pedoman 
Tekrus ·Pengelolrum Bamng Milik Daerah ; 

14. Peraturan Daerdb Kola Palembang. Nomor 2 Tahun 2007 tent.ang Pokok~ 
Pokok Pengelolaan Kelllll\gan Dnerah (I..eml,aran Daerah Kola Palembang 
Tamm 2007 Nomor2); 

15. Peraturan Daerah Koto Palembang Nomor 6 Tnhun 2008 tentang Urusan. 
Pemerintahnn Kota Palembang (Lembar.m Daerah .K<_>lll Palembang Talllln 
2008 Nomor 6); 

1.6. Peraturan Doe.rah Kotn.Palembang Nomor 7 l'arum 2008 tenlallg Pengelolaan 
B.arang Milik Daerah.(Lembamn Daccah K~ta Palembang Tahun 2008 
Nomor7); 

17. Peraturan Daerah K<_>ta Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang. 
Pcmbeotukan. Susunan Organisasi don Tata Ke.rja Sekretnciat Daero.h Kola. 
Palembang. Sektetariat Dewan Perwakilao Rakyar Dacrah Kota Palembang 
dan Staf Ahli \Valikota (Lembamn Daernh Kota Palembang Tahun· 2008 
Nomor8); 

18. Peraruran Daetah K,ota Palembang Nomor 9 tahun 2008 rentang 
Pembentukan, Susunan Orgariisasi clan Tai.a Kerja Dinas Dacrah Kota 
Palembang (Lembaran Daecah Kota Palembang Tallun 2008 Nomor 9); 

L9. Peraturan Da.erah Kato Palembang Nomor 7 tahun 2011 11,nlllng Fe!:!erimaan 
Sumbangan Pillllk Ketiga. kepa.da Pemerintah Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tilhun 2011 Nomor 7 SERI E). 

MEMOTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALE.MBANG IE.NIANG PHLAKSANAAN 
PERATIJRAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 2011 
TEl\l'fANG PENERIMAAN SOMBANGAN PJHA.K K.ETIOA KEPADA 
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. 

Pual J 

Melaksanak.an l'eTatw-an Dacrah Kola Palembang Nomor 7 Tabun 2011 te.ntaog 
Pcncrimaao Snmbangan Pihak Ketign kepada Pemerintah Kota Palembang. 

Pasn12 

Memerintahkan kepada: 

I . Sekretaris D_aerah K!)ta Palembang ; 
2. ABistco Admini.strasi Umun1 Sekda Kota Palembang; 
3. Kepala Bagian Perlengkapao dao Pengelolaan Asset Daerah Setda Kota 

Palembang; 
4. Kepala Baginn Keuaogan Setda Kota Palembang. 
untuk melak.sanakan Peraturan Dacra\l Kola Palembang Nomor 7 Tahun 2011 
tcotaog Pcncrimaan Sumbangan Pibak Ketiga kepada Pemerintah Kot.a 
Palemliaog. 



Pll!lal 3 

.Peratwan ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. 

Agar se1iap orang mcngetahuinya, memerint:ahkan pengundangan Pera\W'8I! ini, 
dcngan pen_empalnnnya dalarn Beriia Dat:rah Kota Palembang, 

OlGflO.s~ ...an en paltmb#'lg 
P.1,1:r w,o_gal S - 1. ,,. 201 1 

SEl<IIElAAIS DAERAH 
KO't4 J>/l-1/G ----. MM 

81:RrTA OAERAH 1(01'.A PA.LEMSAllO 
TAUl,JN 2011 ll'>MO~ I~ 

Dii.etapkan di .Palembang 
pada umggal 8 Februari 2011 

W ALIKOTA PALEMBANG, 
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